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ABSTRAK 
 

SYAIFUR ROHMAN AL 'UBADI, NIM : 97362878, ALASAN PENGHAPUS 
HUKUMAN  MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 
(KUHP) DAN HUKUM PIDANA ISLAM, FAK. SYARIAH UIN SUNAN 

KALIJAGA  YOGYAKARTA TAHUN 2003 
 
 

Dalam hukum pidana Islam, setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh 
mukallaf , maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Namun tidaklah 
semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana dapat 
dipertanggungjawabkan dan dikenakan hukuman. Adapun pertanggungjawaban 
pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab, baik yang berkaitan dengan 
perbuatan si pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan 
keadaan pembuat delik. 
 

Penelitian ini melakukan pembahasan dengan membandingkan antara kedua 
hukum pidana yaitu hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Bagaimana 
alasan penghapus hukuman menurut kitab undang-undang hokum pidana (KUHP) 
dan hukum pidana Islam? Dan  di mana letak persamaan dan perbedaan alasan 
penghapus hukuman dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan hukum 
pidana Islam?.  Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research) 
yaitu penelitian yang aktifitasnya tertwnpu pada kajian atas bahan-bahan pustaka. 
Adapun teknik pengumpulan data ini adalah menggunakan metode literature yaitu 
mencari data dengan cara membaca pustaka yang terkait. 
 

Kesimpulan penelitian ini adalah  Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan 
sebagai alasan penghapus hukuman baik dalam hukum pidana positif maupun dalam 
hukum pidana Islam adalah apabila ada suatu keadaan yang khusus yang terdapat 
pada perbuatan itu dan juga karena adanya keadaan yang khusus yang terdapat pada 
diri si pelaku tindak pidana. Alasan penghapus hukuman dalam hukum positif dibagi 
menjadi tiga yaitu alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan, 
tetapi dalam hukum Islam, alasan pengapus hukuman dibagi menjadi dua bagian 
yaitu hapusnya pertanggungan jawab pidana dan hapusnya hukuman Adapun 
persamaan alasan penghapus hukuman antara kedua hukum tersebut adalah :  
Pembelaan diri,  Daya paksa,  Menjalankan perintahjabatan/ menjalankan tugas, 
Tidak mampu bertanggung jawab/ gila. Sedangkan perbedaannya adalah  Pembelaan 
terpaksa yang melampaui batas,  Menjalankan ketentuan Undang-undang,  Belum 
dewasa,  Pengobatan,  Olah raga, Mabuk,  Asas Ne Bis In Idem,  Kematian terdakwa, 
dan . Lampau waktu (verjaring). 
 
Kata kunci : Penghapusan hukuman , hukum pidana, hukum pidana Islam  
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Artinya : " Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu apabila 

menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar dan maha 

melihat." (QS. An-Nisa : 58) • 
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A. Latar Belakang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Di dalam kehidupan ini, man usia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup 

terpisah dari manusia Iainnya. Secara sadar atau tidak manusia selalu dipengaruhi 

oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsunya. 

Peraturan-peraturan tersebut memberi patokan yang jelas mengenai perbuatan­

perbuatan yang harus dilakukan dan perbuatan-perbuatan yang harus dihindari 

agar tercapai keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. 

Keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat akan terwujud dan 

terpelihara apabila tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan 

yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan itu dinamakan kaidah hukum yang di 

keluarkan oleh badan pembuat hukum yang berkuasa dalam masyarakat yaitu 

Pemerintah. 

Segala peraturan tentang kejahatan dan pelanggaran di Indonesia diatur 

oleh hukum pidana dan dimuat di dalam satu Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). Sementara dalam hukum Islam masalah kejahatan dan 

pelanggaran diatur di dalam fiqh jinayah. 

Hukum pidana Islam adalah bagian dari ilmu fiqh dan dalam buku-buku 

ilmu fiqh persoalan pidana dibahas dalam bagianjiniiyiit. Kata jiniiyiit (WY~) 
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merupakanja.ma' dari katajiniiyiih (~~)dan kata ini adalah masdar dari kata 

janii ( ~)yang berarti perbuatan dosa atau kejahatan.1
> 

Abdul Qadir Audah memberi pengertian secara istilah tentang jiniiyiih 

(~~) sebagai berikut: 

Sebagian fuqaha' menggunakan istilah jiniiyiit berkenaan dengan 

perbuatan yang dilarang oleh syara' mengenai jiwa seperti pembunuhan atau 

mengenai jasmani misalnya penganiayaan, pemukulan dan pelukaan. Sebagian 

fuqaha' lain mengatakan bahwajiniiyat ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' 

mengenaijarimah hudud dan qi[fii$ diyiit.3
> 

Hukum pidana menurut Syari 'at Islam yang dikemukakan oleh Haliman 

adalah ketentuan-ketentuan syari 'at Islam yang melarang orang untuk berbuat atau 

tidak berbuat sesuatu dan terhadap pelanggaran ketentuan hukum tersebut 

dikenakan hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda atas 

pelanggaran. 4 
> 

Sedangkan hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang 

berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : 

l) Fuad lfram al-Bustamr. Munjid ar-Tulab , eel. 2 (Beirut : Dar al- Masyn-, 1971 ), him. 96 

2
l Abdul Qadir Audah, ar-Tasyri' al-Jinii 'f al-!sliimi (Beirut: Dar al-Kutub, 1963 ), I : 67 

3
> Ibid. 

4
) Haliman, Hukum Pidana Syari 'ar Islam Menurur Ajaran Ahlus Sunnah, Cet.l (Jakarta : 

Bulan Bintang, l971), him. 63 
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1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 
dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi 
barang siapa melanggar larangan tersebut. 

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar 
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang 
telah diancamkan. 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pi dana itu dapat dilaksanakan 
apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan terse but. S) 

Hukum pidana dalam arti obyektif (ius poenale) secara singkat dapat 

dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan 

perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana 

(sanksi pidana) bagi mereka yang mewujudkannya.6> 

Adapun perbuatan-perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang 

bertentangan dengan peraturan yang dikehendaki oleh hukum atau perbuatan yang 

merugikan masyarakat. Untuk dapat menjadi perbuatan pidana maka perbuatan itu 

harus diatur lebih dahulu dalam Undang-undang. Inilah yang disebut dengan asas 

legalitas. ?) 

Selain asas legalitas, dalam hukum pidana terdapat juga asas "tiada pidana 

tanpa kesalahan" (gen slraf zonder schuld) yang maksudnya hanya orang yang 

bersalah yang dapat dikenai hukuman (pidana), supaya orang dapat dikenai 

hukuman menurut asas ini harus mempunyai unsur-unsur kesalahan sebagai 

berikut ; 

1. Sifat melawan hukwn (unlawfulness) 

S> Moelyatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987), him.! 

6
> A. Zainal A. F., Hukum Pi dana l, cet 1 (Jakarta : S inar Grafika, 1995), him. 1 

7
> Tentang asas legalitas atau biasa disebut "nullum delictum sine praevia lege poenali'' 

sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (!) KUHP : "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan 
atas keJ.."Uatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu. 
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2. Kelalaian (negligence) 

3. Sifat tercela (b/ameworthness) S) 

Dari unsur-unsur yang tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pembuat 

berbuat lain dari pada seharusnya dia berbuat menurut hukwn tertulis dan tidak 

tertulis. Jadi dia berbuat melawan hukum, karena dia berbuat sembrono, Ialai, 

kurang berpikir, dan lengah dan akhirnya pelaku dapat dipertanggung akibatkan 

atas perbuatannya yang sembrono, lalai, kurang berpikir dan lengah. 9) 

Akan tetapi tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana dapat 

dipersalahkan atas perbuatannya itu dapat dimintai pertanggungjawaban atasnya 

karena adanya alasan penghapus hukuman yang menjadi sebab pelaku tindak 

pidana, tidak dipidana. 

Alasan penghapus hukuman (strafuitslutingsgronden) adalah alasan yang 

menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan atau kesalahan pembuat tindak 

pidana, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan 

perbuatan atau memaafkan pembuat, IO) serta menghapuskan penuntutan bagi 

pembuat pidana. Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang 

menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi: 

a. Alasan pembenar (rechtvaardingingsgronden) yaitu alasan yang 

menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang 

Sl D. Schaffmeister,dkk., Hukum Pidana, cet.1 (Y ogyakarta : Liberty, 1995), hlm. 112 

9
> Ibid. 

IO) A. Zainal A. F., Hukum Pidana I, hlm. 189 
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dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi patut dan benar. II) Contoh : pasal 48, 49 

ayat (I), 50, 51 ayat (I) KUHP. 

b. Alasan pemaaf (sc:hulduitslutingsgronden) yaitu alasan yang menghapuskan 

kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat 

melawan hukwn jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak 

dipidana, karena tidak ada kesalahan. 12) Contoh : pasal 44, 48, 49 ayat (2) 

KUHP. 

c. Alasan penghapus penuntutan ( onvervolgbaarheid) yaitu pemyataan tidak 

menuntut karena tidak dapat diterima oleh badan penuntut wnum yang 

disebabkan konflik kepentingan dengan Jebih mengutamakan kemanfaatannya 

untuk tidak menuntut. 13
> Contoh pasal76, 77,78 KUHP. 

Dengan demikian yang dipandang sebagai alasan penghapus hukuman 

yang diatur dalam KUHP yaitu: 

1. Tidak mampu bertanggung jawab. 

Yang tertulis di dalam pasal 44 ayat (I) KUHP yang berbunyi : 

"Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungkan 

kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah aka!, tidak 

boleh dihukum". 

10 Moeljatno, Asas-asas .. . , him. 93 

12> Ibid. 

BJ Bambang Poemomo, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarata : Ghalia Indonesia, 1981 ), 
hlm. 52 
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2. Tentang daya paksa (overmacht). 

Hal ini tertulis di dalam pasal 48 KUHP yang berbunyi : " Barangsiapa 

melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat 

dihindarkan, tidak boleh dihukwn"' 

3. a. Pembelaan terpaksa (noodweer). 

Tertulis dalam pasal 49 ayat (I) KUHP yang berbunyi : "Barangsiapa 

melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk memepertahankan 

dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehonnatan atau harta benda 

sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan 

mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum". 

b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer-exces) . 

Hal ini tertulis di dalam pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi 

"Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan 

sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan terguncang dengan segera pada 

saat itu juga, tidak boleh dihukum". 

4. Merijalankan ketentuan undang-undang. 

Hal ini tertulis pada pasal 50 KUHP yang berbunyi : "Barangsiapa 

melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh 

dihukum". 

5. Merijalankan perintah jabatan yang sah. 

Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi : "Barangsiapa melakukan perbuatan 

untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak 

akan itu, tidak boleh dihukurn". 
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6. Asas Ne Bis In Idem 

Hal ini tertulis dalam pasal 76 ayat (I) dan (2) KUHP yang berbunyi : 

( 1) Kecuali dalam hal keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak 

boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh 

hakim Negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi. Yang 

dimaksudkan di sini dengan hakim Negara Indonesia, ialah juga hakim dalam 

negeri yang rajanya atau penduduk Indonesianya berhak memerintah sendiri, 

demikian juga di negeri yang penduduk Indonesianya, dibiarkan memakai 

ketentuan pidana sendiri 

(2) Jika putusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh 

dijalankan terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal : 

le. Pembebasan atau perlepasan dari penuntutan hukuman. 

2e. Putusan hukuman dan hukumannya itu habis dijalankannya, atau mendapat 

ampun atau hukuman itu gugur (tidak dapat dijalankan Iagi karena lewat 

waktunya) 

7. Meninggalnya terdakwa 

Tertulis dalam pasal 77 KUHP yang berbunyi : "Hak menuntut hukuman 

gugur (tidak laku lagi) lantaran si tertuduh meninggal dunia." 

8. Lampau waktu (verjaring) 

Hal ini tertulis dalam pasal 78 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi : 

"Hak menuntut hukuman (tidak boleh dijalankan) karena lewat waktunya : 

I e. sesudah lewat waktu satu tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan 

yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan; 
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2e. sesudah lewat enam tahun bagi kejahatan,yang terancam hukuman denda, 

kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun; 

3c. sesudah lewat dua belas tahun, bagi segala kejahatan yang terancam hukuman 

penjara sementara yang lebih dari tiga tahun ; 

4e. sudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang terancam 

hukuman mati atau penjara seumur hidup. 

(2) Bagi orang yang sebelum melakukan perbuatan itu umurnya belum cukup 

delapan belas tahun, maka tempo gugur waktu yang tersebut di atas dikurangi 

sehingga jadi sepertiganya. 

Dalam hukum pidana Islam, setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh 

mukallaf , maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Namun 

tidaklah semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana 

dapat dipertanggungjawabkan dan dikenakan hukuman. Adapun 

pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab, baik yang 

berkaitan dengan perbuatan si pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang 

berkaitan dengan keadaan pembuat delik. 

Mengenai terhapusnya pertanggungjawaban pidana karena adanya sifat 

tertentu pada suatu perbuatan, yaitu : 

I. Pembelaan khusus (pembelaan diri) 

2. Pengobatan 

3. Olah raga 

4. Eksekutor (menjalankan tugas).14
) 

14J Abel. Salam Arief, Diktat Kuliah Fiqh Jinayah (Y ogyakarta : Ideal, 1987), him. 49-51 
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Adapun mengenai terhapusnya hukuman yang disebabkan suatu kondisi 

khusus yang berkaitan dengan si pelaku jarimah adalah 

1. Karena paksaan 

2. Karena gila 

3. Karena mabuk 

4. Karena belum dewasa.15
) 

Dari paparan di atas, walaupun terdapat beberapa persamaan, namun 

tampak jelas perbedaan antara kedua hukum tersebut, terutama dari segi 

pembagian dan segi macam-macamnya. 

Hal-hal yang berkaitan dengan hapusnya hukuman karena perbuatan itu 

sendiri dan karena keadaan si pelaku jarimah dalam hukum pidana Islam dikenal 

dengan istilah hapusnya pertanggungan jawab pidana. Sedangkan dalam hukum 

pidana positif menggunakan istilah alasan penghapus hukuman. Dua istilah di 

atas memang berbeda namun menunjuk kepada maksud yang sama. Oleh karena 

itu agar tidak salah pengertian maka dalam bab-bab selanjutnya menggunakan 

satu istilah yaitu alasan penghapus hukuman. 

Dari fenomena-fenomena di atas yang berkaitan dengan alasan penghapus 

hukuman, maka penyusun merasa tertarik untuk melakukan pembahasan dengan 

membandingkan antara kedua hukum pidana di atas yaitu hukum pidana positif 

dan hukum pidana Islam, dalam suatu bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi 

dengan judul " Alasan Penghapus Hukwnan menurut Hukum Pidana Positif dan 

Hukum Pidana Islam ". 

ISl Ibid. , him. 61-66 
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B. Pokok Masalab. 

Dari latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang 

memerlukan jawaban atau kejelasan melalui tulisan dalam skripsi ini adalah : 

I. Bagaimana alasan penghapus hukuman menurut kitab undang-undang hukum 

pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam? 

2. Di mana letak persamaan dan perbedaan alasan penghapus hukuman dalam 

kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang alasan penghapus hukuman 

menurut KUHP dan hukum pidana Islam. 

2. untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan alasan penghapus hukuman 

menurut KUHP dan hukum pidana Islam. 

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan sesuai dengan bidangnya 

yaitu masalah pidana baik itu hukum positif maupun hukum pidana Islam, dan 

juga dimaksudkan agar hasil penelitian ini dapat membantu memberikan wawasan 

kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah kepidanaan. 

D. Telaab Pustaka 

Pembahasan tentang alasan penghapus hukuman sudah banyak dilakukan 

baik dalam hukum pidana positif maupun dalam hukum pidana Islam namun 

belum ada yang membandingkan antara keduanya. Hal ini mendorong penyusun 
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untuk membahasnya dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi. Pembahasan 

tersebut sangatlah penting karena pembahasan itu tidak hanya sekedar bertujuan 

untuk memenuhi syarat akademik saja, namun lebih dari itu adalah bertujuan 

w1tuk mencari kejelasan dan kebenaran secara ilmiah tentang persoalan-persoalan 

yang berkaitan dengan alasan penghapus hukuman baik dalam hukum pidana 

positif maupun dalam hukum pidana Islam sehingga setelah penyusun melakukan 

pembahasan tentang alasan penghapus hukuman dalam hukurn pidana positif 

maupun dalam hukum pidana Islam dapatlal1 diperoleh suatu pemahaman yang 

rnendalam tentang rnasalah ini dari kedua sudut pandang hukum yaitu hukurn 

pidana positif dan hukurn pidana Islam. 

Sernentara itu diskursus tentang alasan penghapus hukurnan dalarn hukurn 

pidana positif sudah banyak dilakukan pembahasan oleh pakar hukum pidana. 

Demikian juga dalam hukurn pidana Islam diskursus tentang alasan penghapus 

hukuman sudah banyak dilakukan oleh para ulama sebagairnana kita temui dalam 

fiqih-fiqih konvensional yang ada sekarang ini. 

Moeljatno dalam karyanya Asas-asas Hukum Pidana mendiskripsikan 

tentang alasan penghapus hukurnan dan dasar hukwnnya walaupun pembahasan 

itu tidak dijabarkan secara panjang lebar, namun hal ini sudah dapat membantu 

kita dalam memahami tentang alasan penghapus hukurnan .. Namun apabila kita 

membaca buku karya Wiryono Prodjodikoro tentang Asas-asas Hukum Pidana di 

Indonesia kita akan menemukan gambaran yang sangat kornprehensip tentang 

alasan penghapus hukuman dalam hukum pi dana positif bila dibandingkan dengan 

asas-asas hukum pidananya Moeljatno. Wiryono dalam buku ini rnelakukan 
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pembahasan tentang alasan penghapus hukuman itu sampai pada akar 

pennasalahan dan contoh-contohnya serta agar pembahasan lebih terkesan hidup 

beliau mengkaitkan dengan kasus-kasus hukum, sehingga mudah diterima dan 

dipahami. 

Schaffineister dkk. dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana dan juga 

A. Zainal A.F. dalam bukunya Hukum Pidana I menjelaskan secara panjang Iebar 

tentang alasan penghapus hukuman, namun dengan istilah lain yaitu dasar 

peniadaan pidana, yang disertai dengan contoh-contoh sehingga mudah bagi kita 

untuk memahaminya. 

Sementara itu skripsi karya Elly Widiawati membahas tentang Alasan 

Pembenar dalam Perbuatan Pidana menurut hukum pidana Islam dan hukum 

pidana positif16
l. Yang mana alasan pembenar adalah bagian dari alasan 

penghapus hukuman. 

Sementara itu diskursus tentang alasan penghapus hukuman dalam hukum 

pidana Islam juga sudah dilakukan. Hal ini diketahui dalam fiqih-fiqih 

konvensional yang ada walaupun dengan istilah yang berbeda namun 

mengandung maksud yang sama. 

Abdul Qadir Audah dalam kitabnya at-Tasyrl' al-Jina 'I al-Islami, 

memberikan keterangan yang jelas mengenai alasan penghapus hukuman , yaitu 

pada bah Asbiibu a/-ibiihah dan Asbiibu Rof i a/- ' Uqubah , yang berarti sebab-

sebab diperbolehkannya perbuatan dan sebab-sebab terhapusnya hukuman, yang 

16l Elly Widiawati,"Alasan Pernbenar dalarn Perbuatan Pidana Menurut Hukurn Pidana 
Islam dan HuJ...'Urn Pidana Positif', Skripsi Fak. Syari ' ah lAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1997. 
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menurutnya alasan penghapus hukuman itu muncul berkaitan dengan perbuatan 

itu sendiri dan muncul berkaitan dengan keadaan diri si pelaku tindak pidana. 

Haliman dalam bukunya Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran 

Ahlus Smmah juga membahas tentang alasan penghapus hukuman. Dia menyusun 

buku ini merupakan basil dari karya disertasinya dalam rangka mempersiapkan 

ujian doktomya, meskipun karya beliau merupakan suatu bentuk dari pemindahan 

kitab-kitab yang ada, namun dapat mempermudah bagi mahasiswa yang kesulitan 

bahasa Arab. Dalam bukunya beliau menyinggung tentang alasan penghapus 

hukuman yang dibahasnya secara mendetail satu persatu. 

A Hanafi dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana Islam, menggunakan 

istilah hapusnya pertanggungan jawab pidana, namun demikian istilah tersebut 

sama dengan alasan penghapus pidana dalam hukum positif. Dalam bukunya, 

beliau juga membagi hapusnya pertanggungan jawab pidana menjadi dua yaitu 

yang berkaitan dengan perbuatan itu sendiri dan yang menyangkut keadaan diri si 

pelaku tindak pidana. 

Dalam penelitian ini, penyusun mencoba menjabarkan secara mendetail 

tentang alasan penghapus hukuman menurut kitab undang-undang hukum pidana 

(KUHP) dan hukum pidana Islam dari berbagai sumber yang ada sehingga 

diharapkan akan mudah dipaharni dan dimengerti oleh pembaca. 

E. Kerangka Teoretik 

Dalam kerangka teoretik ini, penyusun akan mendiskrisikan teori-teori 

yang ada keterkaitannya dengan obyek pembahasan. Dalam referensi pemikiran 

hukum positif secara konvensional bahwa sesungguhnya untuk menentukan suatu 
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perbuatan dapat dikenakan sangsi pidana atau tidak, lepas dari aturan dasar yang 

ditentukan di dalamnya. Telah dikatakan bahwa dasar yang pokok dalam 

menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana dikenal 

sebagai asas legalitas . Asas ini yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang 

dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam 

perundang-undangan (Pasal l ayat ( l) KUHP). 

Pada prinsipnya asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu : 

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan perbuatan pidana kalau 

hal itu terlebih dahulu belwn dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. 

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. 

3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. 17
l 

Dari asas legalitas di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwa pada 

intinya suatu perbuatan dapat dipidana apabila perbuatan itu bersifat melawan dan 

bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan. 

Namun tidaklah demikian halnya bahwa semua perbuatan pidana dapat 

dikenakan sangsi pidana. Dalam KUHP terdapat suatu aturan yang menghapuskan 

hukuman bagi terdakwa. Alasan yang menghapuskan hukuman bagi terdakwa 

dibagi menjadi tiga, yaitu alasan pembenar ; alasan yang muncul karena hapusnya 

sifat melawan hukurnnya perbuatan, alasan pemaaf ; alasan yang menghapuskan 

kesalahan terdakwa dan alasan penghapus penuntutan ; pernyataan tidak menuntut 

karena tidak dapat diterima oleh badan penuntut wnum yang disebabkan konflik 

kepentingan dengan lebih mengutamakan kemanfaatannya untuk tidak menuntut. 

l7) Moeljatno, Asas-asas ... , him. 25 
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Adapun yang merupakan alasan pembenar yang diatur oleh KUHP adalah : 

I. Daya paksa (pasal 48 KUHP) 

2. Pembelaan terpaksa (pasal49 ayat (I) KUHP) 

3. Menjalankan ketentuan undang-undang (pasal 50 KUHP) 

4. Menjalankan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat ( 1) KUHP) 

Sedangkan yang merupakan alasan pemaaf yang diatur dalam KUHP 

adalah : 

1. Tidak mampu bertanggungjawab (pasal44 KUHP) 

2. Daya paksa (pasal 48 KUHP) 

3. Pembe1aan terpaksa yang melampaui batas (pasal49 ayat (2) KUHP) 

Dan yang merupakan a1asan penghapus penuntutan yang diatur dalam 

KUHP adalah : 

1. Asas Ne Bis In Idem (pasa1 76 KUHP) 

2. Kematian terdakwa (pasa1 77 KUHP) 

3. Lampau waktu (verjaring) (pasal78 ayat (1) dan (2) KUHP) 

Dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan atau sikap untuk tidak berbuat 

tidak boleh dipandang sebagai jartmah kecuali sesudah adanya nas (ketentuan) 

yang jelas dan yang melarang perbuatan-perbuatan dan sikap tidak berbuat. 

Apabila tidak ada nas yang demikian sifatnya, maka tidak ada tuntutan hukuman 

atas pelakunya. 18
> 

Hal ini sesuai dengan aturan dasar asas 1egalitas dalam hukum Islam yang 

berbunyi : 

18> A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), him. 5 
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Dalam kaitan ini terdapat kaidah lain yang berbunyi : 

2o> ~~';l JW~I__, y~~\ ~ ~~\ 

Dari dua kaidah di atas, Abdul Qadir Audah menyimpulkan sebagai 

berikut: 

Selanjutnya Abdul Qadir Audah mengemukakan pula pendapatnya yang 

berbunyi : 

~ ulS W )I.Ai, 2)<1\1 ~~ ~ ~ 1.J~1J 0\S l;A'::l} 6 ~ ~'::l 

~ \..Jc .£j ('~, 9\SJl.JJ~ ~ ~ ';;/}6~ ~';;/3 

22)-U~I~ 

Dari ta' rif di atas dapatlah dipahami bahwa seorang mukallaf haruslah 

memenuhi dua syarat yaitu sanggup memahami na~ syara' yang berisi hukum 

taklifi dan pantas dirnintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang 

dilakukannya. 23
) 

19) Abdul Qadir Audah. at-Tasyrr' ... I : 115 

20l Ibid. 

2 1
l Ibid.. hlm. ll 6 

22) Ibid. 

2'l A Hanali, Asas-asas .. , him. 58 
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Pertanggungjawaban pidana dalam syari ' at Islam adalah pembebanan 

seseorang dengan hasil (akibat) dari perbuatan atau sikap tidak berbuat yang 

dilakukan dengan kemauan sendiri serta mengetahui maksud-maksud dan akibat 

dari perbuatan tadi. Perbuatan pidana harus mempunyai tiga unsur yaitu : adanya 

nas yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, adanya 

tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan nyata ataupun sikap 

tidak berbuat dan pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas jarlmah yang diperbuatnya. 24
l 

Dalam hukum pidana Islam, terdapat dua macam alasan penghapus 

hukuman, yaitu hapusnya pertanggungjawaban pidana dan hapusnya hukuman. 

Pada hapusnya pertanggungjawaban pidana, sesuatu perbuatan akibatnya tidak 

diminta pertangf:,rungjawaban karena adanya sifat-sifat tertentu dan keadaan 

tertentu yang terdapat pada perbuatan tersebut. Sedangkan dalam hapusnya 

hukuman pelaku sesuatu perbuatan jarimah itu lepas (terhapus) dari hukuman 

karena adanya hal-hal yang terdapat pada diri si pelaku. 

Hapusnya pertanggungjawaban pidana yang disebabkan oleh adanya sifat 

suatu perbuatan itu sendiri, yaitu sebagai berikut ; 

I. Pembelaan khusus (pembelaan diri) 

2. Pengobatan 

3. Permainan olah raga 

4. Eksekutor (menjalankan tugas) 

24l Ibid., hlrn.6 
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Sedangkan hapusnya hukuman yang dikarenakan adanya sebab yang 

berkaitan dengan keadaan diri pembuat adalah : 

1. Terpaksa 

2. Mabuk 

3. Gila 

4. Belum dewasa.25
) 

Adanya syarat-syarat yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana 

tersebut di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa yang bisa dibebani 

pertanggungjawaban pidana hanya manusia yang berakal, dewasa dan 

berkemauan sendiri hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi : 

_\-:_ • .. • _ 11 1.:..... .. ., ''I :i~~~~ _t-.;1\ • rw-:: ~ ~ lJcJ9J''"J ~ ~UJ UC: ~ UC I~_) 

26)Ji,w. .. • - ~- Jj . .. ~ u~ lJC-J 

Dalam hadis lain juga disebutkan 

27)..;..Jc_ I "& .<-:. ··1\..a • w...ull ~~ .. I :~ . ill\ •\ .. .r-~ Ju .. J ~ ......,.~J u. 

25
) Ibid. , him. 210 

26
> Abu Diiwud, Sunan Abr Dawud, '"Kitab al-Hudud","Bab Fi Al-Majniin Yasriqu au 

Yusibu Haddan", edisi Shidqi Muh. Jarnil (Beirut : Dar al-Fikr,l994/ l414) IV: 131. Hadrs nomor 
4403 . Hadrs riwayat Musa bin Ismail dari Wuhaib dari Khalid dari Abu Duha dari Air dari Nabi 
SAW. 

27
> > Ibnu Majah, Sunan lbni Miijah , " l 0 Kitiib at-Talaq", "I 6 Bab Talaq al-Mukrih wa an­

nasiy", edisi M. F. Abdul Baqr (Mesir : Isa ai-Babi ai-Halabi wa Syurakah, t.t.) I : 649. Hadrs 
nomor 2045 . Hadis dari Muhanmmd bin al-Musaffii al-Himsiy dari al-Walid bin Muslim dari al­
Auza' r dari Atii ' dari Ibnu ' Abbas dari Nabi SAW. 



F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

19 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research) yaitu 

penelitian yang aktifitasnya tertwnpu pada kajian atas bahan-bahan pustaka. 

2. Tipe Penelitian 

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu 

menuturkan, menggambarkan dan mengklasifikasikan secara obyektif data 

yang dikaji sekaligus menginterpretasikan dan menganalisa data tersebut. 28
) 

Sehingga dalam skripsi ini, penyusun akan menjelaskan tentang alasan 

penghapus hukuman dalam KUHP, dan dalam hukum pidana Islam yang 

didasarkan pada na~ al-Qur'an dan al-Hadis. Kemudian dianalisis untuk 

mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah. 

3. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan nonnatif-yuridis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada nonna­

nonna hukum yang berlaku. 

4. a. Teknik Pe11!,rumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data ini adalah menggunakan metode literatur 

yaitu mencari data dengan cara membaca pustaka yang terkait. 

28
> Winamo Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung : Tarsito, 1989), hlm. \39 
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b. Analisis Data 

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode komparatif, yaitu 

dengan membandingkan alasan penghapus hukuman dari dua sudut hukum 

yaitu hukum positif dan hukwn Islam untuk mengetahui persamaan dan 

perbedaannya untuk mengambil kesimpulan dari segi pengertian alasan 

penghapus hukuman dan dasar hukumnya serta macam-macamnya. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika skripsi ini dalam pembal1asannya dibagi menjadi lima bab dan 

tiap bab dibagi lagi kepada sub-bab dengan perincian sebagai berikut : 

Bab pertama adalah pendahuluan ; di dalam bab ini memuat Jatar belakang 

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua adalah alasan penghapus hukwnan menurut kitab undang-

undang hukum pidana (KUHP). Pada bab ini berisi tentang pengertian, tujuan dan 

macam-macam hukuman, alasan penghapus hukwnan dan dasar hukwnnya dan 

macam-macam alasan penghapus hukuman dalam KUHP. 

Bab ketiga adalah alasan penghapus hukuman menurut hukum pidana 

Islam. Pada bab ini berisi tentang pengertian, tujuan, dan macam-macam 

hukwnan, alasan penghapus hukwnan dan dasar hukumnya dan macam-macam 

alasan penghapus hukuman dalam hukum pidana Islam. 

Bab keempat adalah analisis perbandingan tentang alasan penghapus 

hukuman menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan hukum 

pidana Islam. Pada bab ini memuat tentang analisis perbandingan alasan 
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penghapus hukwnan dari segi filosofis, persamaan alasan penghapus hukwnan 

dalam KUHP dan hukum pidana Islam dan perbedaan alasan penghapus hukuman 

dalam KUHP dan hukum pidana Islam. 

Bab kelima adalah penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. 



A. Kesimpulan 

BABV 

PENUTUP 

Dari uraian di atas, tentang alasan penghapus hukuman dalam KUHP dan 

hukum pidana Islam dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

I. Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai alasan penghapus hukuman 

baik dalam hukum pidana positif maupun dalam hukum pidana Islam adalah 

apabila ada suatu keadaan yang khusus yang terdapat pada perbuatan itu dan 

juga karena adanya keadaan yang khusus yang terdapat pada diri si pelaku 

tindak pidana. 

Alasan penghapus hukuman dalam hukum positif dibagi menjadi tiga yaitu 

alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan, tetapi 

dalam hukum Islam, alasan pengapus hukuman dibagi menjadi dua bagian 

yaitu hapusnya pertanggungan jawab pi dana dan hapusnya hukuman. 

2. Adapun persamaan alasan penghapus hukuman antara kedua hukum tersebut 

adalah 

a. Pembelaan diri 

b. Daya paksa 

c. Menjalankan perintahjabatan/ menjalankan tugas 

d. Tidak mampu bertanggung jawab/ gila 

Sedangkan perbedaannya adalah 

a. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas 
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b. Menjalankan ketentuan Undang-undang 

c. Belum dewasa 

d. Pengobatan 

e. Olah raga 

f. Mabuk 

g. Asas Ne Bis In Idem 

h. Kematian terdakwa 

l. Lampau waktu (verjaring) 

B. Saran-saran 

Di dalam skripsi ini, penyusun ingin memberikan saran-saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi masyarakat, hendaklah mengetahui dan memahami, serta 

melaksanakan aturan perundang-undangan baik yang tertulis di dalam 

KUHP ataupun yang tidak tertulis. 

2. Bagi pelaku tindak pidana, hendaklah memikirkan akibat dari perbuatan 

pidana yang akan dilakukannya, sehingga ia tidak akan berbuat pidana dan 

jika telah berbuat maka tidak akan mengulangi dan melakukan perbuatan 

pidana lagi. 

3. Bagi penegak hukum, hendaklah memperhatikan ketelitian, kesabaran dan 

kejujuran dalam menangani suatu kasus pidana. 

4. Bagi praktisi hukum, baik hukum pidana positif maupun hukum pidana 

Islam, hendaknya berhati-hati dalam hal memutuskan perkara yang tidak 
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hanya melihat aspek tehnik yuridis, namun Juga melihat aspek moral 

kemanusiaan yang menyebabkan seseorang terlepas dari sangs1 pidana 

karena unsur pengecualian dalam hal perbuatan pidana. 
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LAMPIRANI 

Him FN 
2 2 

TERJEMAHAN 
Bahasa Asing 

BABI 
Perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa, harta benda 
atau lainnya. 

16 19 Perbuatan seorang yang berakal tidak ada hukumnya sebelum ada nas 
yang menentukan 

16 20 Aturan pokok segala sesuatu dan semua pekerjaan itu diperbolehkan 

16 21 Tiada suatu delik dan tiada suatu hukuman, kecuali yang telah 
ditentukan dalam nas 

16 22 Menurut syara' orang yang diberi pembebanan (taklif) hanya orang 
yang mempunyat kesanggupan untuk memahami dalil-dalil 
pembebanan dan mengerjakannya, dan menurut syara' pula bahwa 
pekerjaan yang dibebankannya adalah pekerjaan yang mungkin 
dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui pula oleh mukallaf 
sehingga bisa mendorong dirinya untuk memperbuatnya 

18 26 Pena itu diangkat ( amal seseorang tidak ditulis) dalam tiga hal : orang 
tidur sehingga ia bangun, anak kecil sampai ia bermimpi (dewasa), 
dan orang gila sehingga ia sadar 

18 27 Sesungguhnya Allah telah menggugurkan dari wnatku -dosa-, karena 
keliru, karena lupa dan karena terpaksa 

BABIII 

59 2 Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang 
ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat 

62 7 Kemaslahatan umum didahulukan dari kemaslahatan khusus 

64 12 Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrahpun, niscaya 
dia akan melihat (balasannya), dan barangsiapa yang mengerjakan 
kejahatan seberat zarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasannya) 

64 13 Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa 

69 18 Pena itu diangkat atas tiga hal : orang tidur sehingga ia bangun, anak 



kecil sehingga ia dewasa, dan orang gila sehingga ia berakal atau 
sadar kembali. 

71 21 Oleh karena itu, barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah ia 
seimbang dengan serangannya terhadapmu 

71 22 Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, 
tidak ada dosapun atas mereka 

71 23 Barangsiapa mati karena membela hartanya maka 1a syahid, 
barangsiapa mati karena membela agamanya maka ta syahid, 
barangsiapa mati karena membela darahnya maka ia syahid dan 
barangsiapa mati karena membela keluarganya maka ia syahid. 

72 24 Orang badui berkata "Wahai Rasulullah, apakah kita perlu 
berobat?" Beliau bersabda : "Ya, hai hamba-hamba Allah, berobatlah 
karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit melainkan 
menciptakan pula obatnya, kecuali satu penyakit." Mereka berkata :" 
Wahai Rasulullah apa itu? Beliau bersabda: "tua bangka." 

72 25 Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang 
kamu sanggupi 

72 26 Kewajiban seorang ayah terhadap anaknya, hendaknya ia memberi 
nama yang baik dan mendidiknya dengan baik, dan hendaknya 
mengajarkannya menulis, berenang dan memanah dan hendaknya 
tidak memberikan nafkah kecuali rezeki yang halal dan hendaknya 
menikahkannya apabila usia telah cukup 

72 27 Hai orang-orang yang berirnan, ta 'atilah Allah dan ta'atilah 
Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu 

73 28 Mendengar dan ta'at itu wajib bagi seorang muslim dalm apa yang 
yang ia suka atau benci selama ia tidak diperintah berbuat maksiat, 
maka jika diperintah maksiat maka tidak wajib mendengar dan tidak 
wajib taat 

73 29 Sesungguhnya Allah telah menggugurkan-dosa- dari umatku, karena 
keliru, karena lupa dan karena terpaksa 

73 30 Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu shalat, sedang kamu 
dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu 
katakan 

73 31 Pena itu diangkat atas tiga hal : orang tidur sehingga ia bangun, anak 
kecil sehingga ia dewasa, dan orang gila sehingga ia berakal atau 
sadar kembali 
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74 33 Oleh karena itu, barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah 1a 
seimbang dengan serangannya terhadapmu 

74 34 Barangsiapa yang dirampas hartanya tanpa hak, kemudian melawan 
dan terbunuh maka ia mati syahid. 

79 49 Paksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena 
orang lain, yang menghilangkan kerelaannya atau tidak sempurna lagi 
pilihannya. 

80 50 Paksaan merupakan ancaman kepada seseorang untuk mengerjakan 
sesuatu perbuatan yang tidak dikehendaki, sehingga hilang kerelaannya. 

80 51 Paksaan ialah apa yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang 
membahayakan atau menyakitinya. 

82 59 Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mu'min dan mu'minat 
tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah 
memikul kebohongan dan dosa yang nyata 

83 60 Dan janganlah kamu membunuh JIWa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab)yang benar 

83 63 Mabuk ialah hilan~:,'Ilya akal fikiran akibat minum minuman kharnr atau 
sejenis khamr 

84 64 Orang mabuk ialah orang yang mengigau dalam percakapannya 

84 65 Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu shalat, sedang kamu 
dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu katakan 

85 67 Pena itu diangkat atas tiga hal : orang tidur sehingga ia bangun, anak 
kecil sehingga ia dewasa, dan orang gila sehingga ia berakal atau sadar 
kern bali 

85 68 Gila ialah terganggunya fikiran dimana perbuatan dan perkataan itu 
tidak berjalan menurut landasan fikiran yang logis 

85 69 Gila ialah hilangnya akal, rusak atau lemah akalnya 
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